KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-  /BL/2010

TENTANG

PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KOLEKTIF

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

bahwa seiring dengan penyempurnaan Peraturan Bapepam dan
LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memberikan
fleksibilitas kepada Manajer Investasi dalam pengelolaan
Portofolio Efek untuk kepentingan Reksa Dana berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif, dipandang perlu untuk
menyempurnakan ketentuan tentang Pedoman Kontrak Reksa
Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sebagaimana diatur
dalam Peraturan IV.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan LK Nomor: Kep-177/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, dengan
menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun
2006;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif diatur dalam Peraturan Nomor IV.B.2
sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
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Pasal 2

Manajer Investasi yang pada saat ditetapkannya Keputusan ini
masih terikat pada kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak
Investasi  Kolektif, dapat melakukan pembelian Efek
sebagaimana dimaksud pada:

a. angka 14 huruf b dan huruf c Peraturan Bapepam dan LK
Nomor IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor: Kep- /BL/2010 tanggal 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif;

b. angka 7 huruf a butir 2) c), angka 8 huruf c butir 3) b), dan
angka 9 huruf b Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.4
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-

/BL/2010 tanggal 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana
Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks,

tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan pada kontrak Reksa
Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka keputusan Ketua
Bapepam dan LK Nomor: Kep-428/BL/2007 tanggal 19
Desember 2007 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Keputusan Ketua
Bapepam dan LK Nomor: Kep 177/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008
tentang Perubahan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman
Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di . Jakarta
pada tanggal : Maret 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001
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PERATURAN NOMOR1V.B.2: PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA

BERBENTUK KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF

1. Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif paling kurang
memuat hal-hal sebagai berikut:

o

T.

S.

a. nama dan alamat Manajer Investasi;
b.

C.

nama dan alamat Bank Kustodian;
komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan pasar modal;

alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian
dan pemodal, jika ada;

kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang
Unit Penyertaan;

keadaan-keadaan yang memperbolehkan Manajer Investasi menolak
pembelian kembali (pelunasan);

tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana;
kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif;

penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian dalam Kontrak
Investasi Kolektif;

hak pemegang Unit Penyertaan;

. tata cara penjualan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;

batas kepemilikan Unit Penyertaan oleh setiap pemodal, jika ada;
Nilai Aktiva Bersih awal Reksa Dana;
penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana;

keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi dan/atau Bank
Kustodian yang menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat
menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya (keadaan darurat);

pembubaran dan likuidasi Reksa Dana; dan

beban biaya atas Reksa Dana yang dibubarkan dan dilikuidasi.

2. Tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 huruf g di atas, paling kurang memuat larangan-larangan
sebagai berikut:

a.

b.

pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang
informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas
Internet yang tersedia;

pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang
informasi tentang penerbit Efek serta Efek yang diterbitkannya dapat
diakses melalui media massa atau fasilitas internet, lebih dari 15% (lima
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belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali pembelian
Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh:

1) Pemerintah Republik Indonesia;
2) Emiten dan/atau Perusahaan Publik;

3) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya
secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau
Perusahaan Publik, dan badan hukum asing tersebut khusus
didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan
Emiten atau Perusahaan Publik dalam melaksanakan kegiatannya di
Indonesia; dan/atau

4) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya
secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Badan Usaha
Milik Negara (BUMN).

. Pembelian Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum
Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa
Efek luar negeri, lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor
perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai
Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali pembelian Efek
bersifat utang yang diterbitkan oleh:

1) Pemerintah Republik Indonesia;
2) Emiten dan/atau Perusahaan Publik;

3) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya
secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau
Perusahaan Publik, dan badan hukum asing tersebut khusus
didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan
Emiten atau Perusahaan Publik dalam melaksanakan kegiatannya di
Indonesia; dan/atau

4) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya
secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Badan Usaha
Milik Negara (BUMN).

. pembelian Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah
mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per
seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

. pembelian Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh
per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat.
Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh
bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang
diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan
internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu
anggotanya;

melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang
diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang
dibeli;

. pembelian Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari
Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek
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Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih
Reksa Dana;

pembelian Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak
dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah
mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang,
Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Efek yang diterbitkan
oleh Pemerintah Republik Indonesia atau lembaga keuangan internasional
dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

pembelian Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan
Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva
Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena
penyertaan modal pemerintah;

pembelian Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau
Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen
yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit
Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;

terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau
perdagangan Efek;

terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);

. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;

melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;

terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek
yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak
lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada
saat pembelian;

pembelian Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum
dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi
Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai
Penjamin Emisi dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut
terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan
Manajer Investasi atau Afiliasinya;

pembelian Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran
Umum:

1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa
Dana;

2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan/atau

3) dimana Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal
Efek Beragun Aset tersebut; dan

pembelian Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran
Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.
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3. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 huruf h di atas, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

a.

b.

C.

ketentuan pembukuan dan pelaporan;
tata cara pemutusan kontrak;

larangan penghentian pengelolaan Reksa Dana sebelum ditunjuk
Manajer Investasi pengganti;

pemisahan harta Reksa Dana dan Manajer Investasi;
tata cara penjualan Unit Penyertaan;
tata cara pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;

penetapan setiap hari Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio dan
menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian;

penunjukan Bank Kustodian pengganti bila diperlukan;

pelaksanaan investasi sesuai dengan komposisi investasi yang telah
ditetapkan dalam kontrak;

kewajiban pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan untuk
kepentingan rekening Reksa Dana atau rekening sendiri;

penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada
pemegang Unit Penyertaan dan Bapepam dan LK; dan

penerbitan pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan
tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK oleh
Manajer Investasi pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan
tahunan berakhir.

4. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam
angka 1 huruf i di atas, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

a.

b.

C.

ketentuan pembukuan dan pelaporan;
tata cara pemutusan kontrak;

tanggung jawab Bank Kustodian atas segala kerugian yang timbul
karena tindakannya;

penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa;

pembukuan semua perubahan dalam portofolio, jumlah  Unit
Penyertaan, pengeluaran, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan
bunga atau pendapatan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan Bapepam
dan LK;

penyelesaian transaksi Efek sesuai dengan instruksi Manajer Investasi;

pembayaran biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada
portofolio Reksa Dana sesuai kontrak;

pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan setiap pembagian uang
tunai yang berhubungan dengan kontrak;

penyimpanan catatan dan pemeliharaan secara terpisah yang menunjukkan
semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap
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pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat serta
identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;

j. kepastian bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan
dana dari calon pemegang Unit Penyertaan;

k. pengurusan penerbitan dan pembelian kembali (pelunasan) dari Unit
Penyertaan, melakukan pembukuan, dan/atau mengambil tindakan yang
diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai kontrak;

l. pemisahan rekening kekayaan Reksa Dana dari Bank Kustodian;

m. pemberian jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan
kekayaan Reksa Dana;

n. penyusunan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi,
Bapepam dan LK dan pemodal; dan

o. penolakan instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan
kepada Bapepam dan LK apabila instruksi tersebut pada saat diterima
oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak Investasi Kolektif.

. Hak pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j
di atas, paling kurang memuat hak-hak sebagai berikut:

a. mendapat bukti kepemilikan;

b. memperoleh laporan keuangan secara periodik;

c. memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harian;

d. menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan;

e. memperoleh pembagian keuntungan (jika ada);

f. memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1

tentang Laporan Reksa Dana; dan

g. memperoleh bagian atas hasil likuidasi.

. Tata cara pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf m di atas, wajib memuat
ketentuan yang menyatakan bahwa formulir pembelian dan penjualan
kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh
Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib
diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada
akhir hari bursa yang bersangkutan. Formulir pembelian dan penjualan kembali
(pelunasan) Unit Penyertaan yang diterima setelah pukul 13.00 Waktu
Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana
yang ditetapkan pada akhir hari bursa berikutnya.

Bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya
diperdagangkan di Bursa Efek, maka ketentuan mengenai pembelian atau
penjualan kembali (pelunasan) tersebut dapat tidak mengikuti ketentuan
mengenai pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) tersebut sepanjang
diatur berbeda dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan dalam
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Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit
Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dimaksud.

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa
Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf o di atas, wajib
ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Sedangkan Reksa Dana yang
menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa
Dana awal wajib ditetapkan sebesar US$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) atau
EUR 1 (satu Euro). Untuk selanjutnya, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang
bersangkutan ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya
diperdagangkan di Bursa Efek, maka ketentuan mengenai Nilai Aktiva Bersih
awal untuk setiap Unit Penyertaan dapat tidak mengikuti ketentuan tersebut
sepanjang diatur berbeda dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan
dalam Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit
Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dimaksud.

Tahun buku Reksa Dana dimulai sejak tanggal 1 Januari dan ditutup pada
tanggal 31 Desember.

Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib diperiksa oleh Akuntan yang
terdaftar di Bapepam dan LK serta wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK
oleh Manajer Investasi paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal
laporan keuangan tahunan berakhir.

Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan, apabila terjadi salah
satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan
Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp
25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa
Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas,
dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan
Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari
Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

b. diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal;

c. total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua
puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-
turut; dan/atau

d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan
Reksa Dana.

Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud
dalam angka 10 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:

a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dan
mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil
likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang
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dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi
dimaksud;

b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil
likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan
bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva
Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai
Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit
Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak tidak dipenuhinya
kondisi dimaksud; dan

c. membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh)
hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan
laporan hasil pembubaran Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling
lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan.

12. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud
dalam angka 10 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil
likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak
diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan
secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan
Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;

b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil
likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan
bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva
Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit
Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan
pembubaran Reksa Dana oleh Bapepam dan LK; dan

c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil
likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan
sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Bapepam dan LK dengan
dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta
Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

13. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud
dalam angka 10 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dengan
dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan
kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan
pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka
waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi
dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada
Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa
Dana;
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b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil
likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan
bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva
Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima
pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi
selesai dilakukan; dan

c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil
likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan
hari bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan
Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana
dari Notaris.

14. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud
dalam angka 10 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

a. menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat
2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana
oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer
Investasi dan Bank Kustodian;

2) alasan pembubaran; dan
3) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi,
dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit
Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis
kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva
Bersih Reksa Dana;

b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil
likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan
bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva
Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima
pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi
selesai dilakukan; dan

c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil
likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan
sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan
Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

15. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh
pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada
pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit
Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2
(dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang
berperadaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening
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giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan
kepada rekening giro tersebut; dan

c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh
pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank
Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan
industri Pasar Modal.

Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya
pembubaran dan likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1
huruf s di atas termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain
kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer
Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Kontrak Investasi Kolektif yang telah mendapatkan efektif dari Bapepam dan
LK dapat digunakan untuk penerbitan Reksa Dana berikutnya sepanjang pihak-
pihak yang terikat dalam Kontrak Investasi Kolektif, jenis Reksa Dana, dan
kebijakan investasinya masih tetap sama.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam
dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan
peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran
tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001
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